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Dalam rangka terbinannya iklim penyelenggara pemilihan kepala daerah
/wakil kepala daerah (Pilkada) di provinsi Lampung Tahun 2018 secara luber dan
jurdil berdasarkan amanat pasal 2 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2015
sebagaimana telah di ubah sebagian beberapa kali terakhir dengan undang-undang
nomor.10 tahun 2016 Jo pasal 2 peraturan bawaslu nomor 11 tahun 2014 tentang
pengawasan pemilihan umum maka sebagai tindaklanjut ketentuan pasal 97 huruf
a undang-undang nomor. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, bersama ini
perlu kami sampaikan untuk menjadi perhatian hal sebagai berikut :

.7’ 1. Memenuhi amanat pasal 98 ayat (1) undang-undang nomor. 7 tahun '
aquo Jo. Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 6 vide pasal 9 a
peraturan bawaslu nomor. 11 tahun 2014 a quo, bahwa implementas
pencegahan pelanggaran oleh peserta pemilu dilaksanakan terhada
ketidakpatuhan larangan pada setiap tahapan pemilu dan pﬂb
dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu. » 2

2. Memperhatikan amanat peraturan perundang-udangan dl atas

sampaikan bahwa : iy
1). Berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (2) undang-undar
2015 a quo, bahwa penyebaran bahan kampan

pemasangan alat peraga sem iklan di n
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4).

5).

6).
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2);

3. sehubungan ketentuan peraturan perundang —undangan dlatls.--
sampaikan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut;

E ||1 m J
mmmmhi penyelenggara mmim

Berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (2) din' yat
nomor. 10 tahun 2015 a quo, bahwa gubernur,
bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, pejabat
pejabat daerah dapat ikut kampanye dengan menga
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
gubernu/wakil Gubernur,bupati/wakil bupati serta
walikota vyang mencalonkan selama kampannye haru:
ketenttuan cuti diluar tangungan negara daan dilaranng m
fasilitas terkait jabatan nya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor.8 tahun 20
a quo Bahwa Partai Politik dan/atau bantuan lain untuk kampanye
berasal dari negara asing ,lembaga swasta asing,LSM asing dan
negara asing; penyumbang atau pemberian bantuan yang tidak
identitasnya;Pemerintah dan pemerintah daerah;dan BUMN,BUMD,d
badan usaha milik desa atau sebutan lain. Untuk selanjutnya
dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkan ke
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat b

hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumba

tersebut kepada kas negara; dan .-
i ]

berdasarkan kententuan pasal 67 ayat 1 (satu) UU Nomor 8 tahun 2015 a
quo bhawa kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan
pasangan calon peserta pemilihan sampai dengan dimulainya masa
tenang,dimana merujuk peraturan KPU nomor 1 tahun 2017 tentang -
tahapa,program dan penyelenggaran pemilihan gubernur dan waﬁﬂ'
gubernur,bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil waliko

tahun 2018, bahwa pelaksanaan kampanye pemelihan dilksankan piﬁ'
tanggal 16 februari sampai dengan 23 juni 2018. :‘ :

selanjutnya,perlu disampaikan berdasarkan ketentuan pasal 69 huruf k
UU Nomor 1 Tahun 2015 bahwa pasangan calon dan/atau tim kam
dilarang melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang ‘ldl
tetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
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2). berdasakan ketentuan pasal 73 ayat 2 UU
bahwa pasangan calon yang menjanjika
atau materi lain nya untuk mempenga
dan/atau pemilih di kenai sanksi adminis

" : g "\
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3). berdasarkaan ketentuan pasal 187 A ayat 1 UU nomor 10

quo bahwa setiap orang dengaan sengaja melakukan perbuatan

hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain

imblan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung af

tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak meeng

hak pilih dengan cara tertentu sehiingga suara tidak sah mcmim‘

tertentu,atau tidaak memilih calon tertenntu sebagaimmana dimz

: . dalam pasal 73 ayat 4 di pidana dengan pidanna penjara paling siiught
36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikiit

Rp.200.000.000 ( dua ratus juta rupiah) dan palinng banyak

Rp.1000.000.000 ( satu milyar ruppiah ) e

Provinsi.

4). berdasarkan pasal 187 ayat 6 UU Nomor 1 tahun 2015 a quo bahwa ‘ 1'.
setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi daana
kampanye atau kepaada pihak yang dilarang sebagaimana Dimaksud -
dalam pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) ‘ .
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta "
rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milliar rupiah). i
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4. Berkenaan uraian di atas sebagai tindak lanjut amanat pasal 8 ayat (2) Peraturan

Bawaslu Nomor. 11 tahun 2014 a quo, maka dalam rangka optimalisasi

pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan

' Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018, bersama ini
dengan hormat kami sampiakan sebagai berikut. ¥

1). Memperhatikan ketentuan pasal 67 ayat (1) vide pasal 69 huruf k Jopasil': i
187 ayat (1) Undang — undang Nomor 1 Tahun 2015a quo beserta pelatum
perundangan perubahanya, untuk segera
penertiban/pembersihan alat peraga kampanye dalam bentuk
baliho, umbul-umbul dan lainya. Serta menghentikan iklan sosia
pasangan calon dimedia massa cetak/elektronik atau
sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.
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perubahannya agar dapat menghentik: T
dalam berbagi bentuk keélaﬁn tamma
mempengaruhi pemilih melalui ajakan/himbaua
Gubernur/Wakil Gubernur melalui pemlbl'riu fisi/
pem!aerian uang atau materi lainnya secara langsung ma
(undian, doorpise, dan lainnya); -

3). Memperhatikan amanat pasal 70 ayat (2) dan (3) Undang-un
tahu.n 2016, bagi pasangan calon yang menduduki jabatan GUDE
Wakil Gubernur Bupati dan wakil Bupati serta walikota dan Wlm

kirannya dalam pelaksanaan kampanye memperhatikan Keter =
diluar tanggungan negara dan tidak menggunakan pasilitas terkait jaba

dan

pasal 187 ayat (6) Undang-undang
turan perundangan perubahannya,
panye dari pihak-pihak yang

porkan dan

4). Memperhatikan amanat pasal 76 Jo
Nomor 1 Tahun 2015 a quo beserta pera
agar tidak menerima sumbangan dana kam
dilarang atau identitas tidak jelas untuk kemudian segera mela
menyerahkan kepada kas negara sebagiman ketentuan peratumll": Be i
perundangan yang berlaku. RRE

atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

1
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Demikian untuk maklum,
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
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